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KY mengawasi sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan anak yang menjerat guru Supriyani di 
PN Andoolo, Konawe Selatan. 

Laporan: Ardi

“Konsistensi KY untuk 
memantau dan menga-
wasi persidangan perka-
ra dengan terdakwa, Ibu 
Supriyani,” kata Koor-
dinator KY Perwakilan 
Sulawesi Tenggara, 
Hariman, di PN Andoo-
lo, Rabu (13/11).

Hariman menyatakan 
KY ingin memastikan 

KY Awasi Sidang Lanjutan Guru Supriyani 
di PN Andoolo, Berbuntut Pencopotan 

Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito

KENDARI, BP-Komisi Yudisial (KY) mengawasi sidang lanjutan kasus 
dugaan kekerasan anak yang menjerat guru honorer SD Negeri 4 Baito, Su-
priyani, di Pengadilan Negeri (PN) Andoolo, Konawe Selatan. Agenda sidang 
pada hari ini yaitu pembacaan pleidoi atau nota pembelaan Supriyani.

BAUBAU, BP-Pemer-
intah Kota (Pemkot) 
Baubau mulai melaku-

Pemkot Baubau Uji Coba Program Makan Bergizi 
Gratis Perdana di TK Negeri PO5 di Palagimata

kan uji coba program 
makan bergizi gratis 
Kamis (14/11/2024) di 
Taman Kanak-Kanak 

Negeri PO5 Palagimata. 
Menurut Pj Wali Kota 
Baubau Dr H Muh Ras- BAUBAU, BP-meny-

iasati ketidakstabilan 
ekonomi akibat perger-

Pemkot Baubau Siapkan Roadmap Pengendalian 
Inflasi 2025-2027

akan harga yang mela-
hirkan inflasi, Pemerin-
tah Kota Baubau melalui 
Bagian Ekonomi Setda 

Kota Baubau melakukan 
penyusunan Roadmap 
Pengendalian Inflasi Dae-

BUSEL, BP-Sehari 
pasca pelantikan sebagai 
Pj. Bupati Buton Selatan, 

Sehari Setelah di Lantik, Pj 
Busel Ridwan Badalla Langsung 
“Tancap Gas’ Laksanakan Tugas 

Selasa (12/11/2024), 
DR. M. Ridwan Badal-
lah, S.Pd., MM langsung 

Mahkamah Konstitusi 
(MK) mengubah desain 
surat suara calon tunggal 

MK Ubah Desain Surat Suara Calon 
Tunggal Pilkada, Berlaku di 2029

dalam pemilihan kepala 
daerah (pilkada) dengan 
memuat dua kolom ko-

Ilustrasi
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KY Awasi Sidang Lanjutan Guru Supriyani di 
PN Andoolo, Berbuntut Pencopotan Kapolsek 

dan Kanit Reskrim Baito

Pemkot Baubau Siapkan Roadmap 
Pengendalian Inflasi 2025-2027

bahwa sidang ber-
langsung tanpa in-
tervensi dari pihak 
manapun. Sidang 
juga berjalan adil dan 
transparan.

“Kita mau memasti-
kan tidak ada seorang 
pun yang ingin men-
jatuhkan kehormatan 
hakim dalam persi-
dangan,” tuturnya.

Supriyani didakwa 
melakukan kekerasan 
terhadap siswa berini-
sial CD (8). Siswa itu 
merupakan anak dari 
Apida Hasyim Wibo-
wo, Kepala Unit In-
telijen Polsek Baito.

Menurut jaksa 
penuntut umum (JPU), 
Supriyani melakukan 
kekerasan dengan cara 
memukul CD den-
gan gagang sapu ijuk. 
Akibat kekerasan itu, 
korban disebut men-
galami luka lecet dan 
memar.

Supriyani sejak awal 
membantah tuduhan 
itu. Sejumlah ket-
erangan saksi juga 
tak bisa membuktikan 
kekerasan itu terjadi. 
Namun, kasus hukum 
terus bergulir hingga 

Pemkot Baubau Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis 
Perdana di TK Negeri PO5 di Palagimata

man Manafi, SP, M.Si 
program makan ber-
gizi gratis merupakan 
perintah dari pemerin-
tah pusat dalam hal ini 
Presiden Prabowo dan 
Gubernur Sultra agar 
Pemerintah Kabupaten/
Kota segera mempriot-
askan dan mempersiap-
kannya.

â€ Salah satunya 
bagaimana persebaran 
sekolah kita kemudian 
bagaimana kemampuan 
komoditas kita dan mu-
dah-mudahan pangan 
lokal bisa kita gunakan 
juga, termasuk menu 
makanannya. Karena 
setiap daerah itu beda-
beda kalau misalnya di 
daerah pegunungan kita 
gunakan ikan agak susah 
dia cari tapi kalau disini 
ikan mungkin mudah, 

rah Kota Baubau kurun 
waktu dua tahun laman-
ya, 2025-2027.

Mendahului penyusu-
nan roadmap ini yang 
melibatkan OPD tek-
nis, Kabag Ekonomi 
dan SDA Setda Bau-
bau, Safrin SSTT.Par 
menyatakan bahwa 
roadmap ini didahu-
lui dengan kegiatan 
Pengembangan Kapasi-
tas (Capacity Building) 
bagi penyusun roadmap 
nantinya.

â€œKita buka wa-
wasan dulu sebelum 
roadmap ini disusun, 
agar semua OPD teknis 
beserta fungsional Per-
encananya mengetahui 
secara spesifik, hal apa 
yang menjadi tawaran 
unit kerja dalam doku-
men roadmap,â€  kata 
Safrin Kamis pagi ini di 
Palagimata, 14 Novem-
ber 2024.

Pengembangan Kapa-

Sehari Setelah di Lantik, Pj Busel 
Ridwan Badalla Langsung “Tancap Gas’ 

Laksanakan Tugas
melaksanakan tugasnya 
di Batauga, Buton Se-
latan. 

Pada hari Rabu 
(13/11/2024) pagi, Pj. 
Bupati Buton Selatan 
bersama keluarga ber-
tolak dari Kendari ke 
Batauga, Buton Selatan 
untuk memulai tugas 
pemerintahannya, kapal 
yang ditumpanginya 
tiba pada siang hari, 
transit di salah satu 
hotel di Kota Baubau, 
selanjutnya dijemput 
menuju Batauga, ibu-
kota Kabupaten Busel.

Penyambutan orang 

MK Ubah Desain Surat Suara Calon Tunggal Pilkada, Berlaku di 2029
song di bagian bawah 
yang berisi pilihan 
untuk menyatakan 
‘setuju’ atau ‘tidak 
setuju’ terhadap satu 
pasangan calon. Keten-
tuan baru ini mulai ber-
laku pada Pilkada 2029.

MK mengabulkan 
sebagian permoho-
nan yang diajukan oleh 
Wanda Cahya Irani dan 
Nicholas Wijaya dalam 
perkara nomor: 126/
PUU-XXII/2024.

“Mengadili: dalam po-
kok permohonan: men-

mengatur ketentuan de-
sain surat suara yang 
pada pokoknya menga-
komodasi mekanisme 
plebisit yang dikehen-
daki MK dengan meng-
gunakan surat suara 
yang memuat foto pas-
angan calon, nama pa-
sangan calon dan dua 
kolom kosong untuk 
memberikan pilihan 
setuju atau tidak setu-
ju (vide Pasal 14 ayat 
(1) dan ayat (2) PKPU 
14/2015.

“Desain surat suara 
dalam PKPU 14/2015 
dimaksud telah digu-
nakan dalam Pemilihan 
Kepala Daerah Seren-
tak Tahun 2015,” ucap 
Enny.

Dalam perjalanan-
nya, pembentuk UU 
memodifikasi surat su-
ara yang digunakan 
dalam pemilihan kepala 
daerah dengan satu pas-
angan calon.

Dalam hal ini model 
surat suara tidak lagi 
memuat foto pasangan 
calon, nama pasangan 
calon dan dua kolom un-

ke meja persidangan.
Saat kasus berja-

lan, ada dugaan per-
mintaan ‘uang damai’ 
Rp50 juta oleh polisi 
kepada Supriyani. Se-
lain itu, juga ada ses-
eorang yang mengaku 
dari pihak Perlindun-
gan Perempuan Anak 
menginformasikan 
bahwa Kejari Konawe 
Selatan meminta duit 
Rp15 juta supaya Su-
priyani tak ditahan.

Kini, JPU menuntut 
bebas Supriyani dari 
seluruh dakwaan. Jak-
sa mengatakan tinda-
kan Supriyani memu-
kul korban bukan 
suatu tindak pidana 
dan tidak bersifat ja-
hat.

Sementara itu, bun-
tut dari kasus ini, 
Kapolsek Baito Ipda 
Muhammad Idris dan 
Kanit Reskrim Polsek 
Baito Aipda Amirud-
din dicopot dari ja-
batannya usai diduga 
meminta uang damai 
kepada guru SDN 4 
Baito Supriyani agar 
tidak ditahan.

Keduanya dicopot 
berdasarkan Surat 

Telegram yang diter-
bitkan Polres Konawe 
pada Senin (11/11) 
kemarin. Kabar pen-
copotan itu juga turut 
dibenarkan oleh Ka-
polres Konawe AKBP 
Febry Syam.

“Iya benar, sudah 
diganti dan ditarik 
ke Polres,” ujarnya 
saat dikonfirmasi 
wartawan.

Dalam surat penco-
potan itu, Muhammad 
Idris dimutasi dari se-
belumnya Kapolsek 
Baito menjadi anggota 
SDM Polres Konawe 
Selatan.

Sementara untuk po-
sisi Kapolsek Baito 
diisi oleh Plh Ipda 
Komang Budayana. 
Kemudian jabatan 
Kanit Reskrim Polsek 
Baito yang sebelum-
nya dijabat oleh Aipda 
Amiruddin kini dijabat 
oleh Aiptu Indriyanto.

Febry menjelaskan 
pencopotan itu dilaku-
kan pihaknya dalam 
rangka menciptakan 
situasi kondusif di ma-
syarakat terkait kasus 
guru Supriyani yang 
diduga melakukan ke-

kerasan terhadap anak 
polisi.

Sebelumnya, penyi-
dik Bidang Profesi dan 
Pengamanan (Propam) 
Polda Sulawesi Teng-
gara masih terus men-
dalami terkait peneri-
maan uang damai Rp2 
juta oleh Kapolsek 
Baito dari terdakwa 
Supriyani agar tidak 
ditahan.

Dalam perkara ini, 
Propam Polda Sultra 
telah mengambil ket-
erangan enam orang 
personel baik dari 
Polres Konawe dan 
Polsek Baito.

“Enam dari anggota 
dan juga dari kades, 
dari keterangan yang 
sudah diberikan masih 
perlu didalami lagi pe-
nyidik internal,” ung-
kapnya.

Iis menerangkan 
bahwa sampai saat ini 
penyidik masih terus 
menggali keteran-
gan dari enam ang-
gota polisi dan oknum 
kades tersebut terkait 
permintaan uang da-
mai hingga Rp50 juta 
dalam perkara yang 
menjerat Supriyani.(*)

begitu juga sayur say-
uran. Jadi kita uji coba 
ini untuk tahu kesiapan 
kita termasuk kita tahu 
begini pola dan menu 
yang akan kita persiap-
kan. Sehingga pada saat 
ini mulai didorong oleh 
Pemerintah Pusat, kita 
sudah bisa komunika-
sikan, kita sudah coba 
seperti apa baiknya, 
jangan kita blank sama 
sekali,â€ ujarnya. 

Ditambahkan, kebutu-
han makan bergizi gra-
tis adalah buat generasi 
mendatang. Karena 
itu, pihaknya menga-
jak untuk  bergerak ter-
lebih dahulu dan jangan 
menunggu anggaran 
baru bergerak. â€ Dan 
saya harapkan hari ini 
kita uji coba di PAUD, 
besok lusa SD dan SMP 

sudah mulai bergerak. 
Dan harapan kita kalau 
ini terus berlanjut dan 
tentu apabila pejabat 
definitif nantinya, pro-
gram prioritas ini makin 
kencang apabila sudah 
didukung dengan ang-
garan yang baik. Insya 
Allah buat generasi ke 
depan siap bertarung 
dikemudian hari,â€ im-
buhnya.

Ditempat yang sama 
Kadis Pendidikan dan 
Kebudayaan Kota Bau-
bau Eko Prasetyo, ST, 
MM menjelaskan, uji 
coba program makan 
bergizi gratis di Kota 
Baubau atas perintah Pj 
Wali Kota Baubau untuk 
memulai pola asupan 
makanan yang tujuan-
nya memberikan kecuk-
upan gizi kepada peserta 

didik. Program ini sam-
pai dengan Desember 
akan digencarkan terus 
mulai dari satuan pendi-
dikan selanjutnya adalah 
Sekolah Dasar, kemu-
dian Sekolah Menengah 
Pertama sehingga akan 
membentuk pola dan 
kebiasaan. 

Sedangkan Kadis Ke-
sehatan dr Lukman, 
SP.PD mengungkapkan, 
perhitungan kalori akan 
dilakukan pada uji coba 
selanjutnya, dalam hi-
tungan  berkisar antara 
1100 sampai 2000 KKal 
yang diberikan buat 
anak-anak . Kemudian, 
selanjutnya yang men-
jadi pegangan adalah 
bagaimana pangan lokal 
yang bergizi, protein he-
wani tinggi itu bisa di-
gunakan untuk masyara-
kat.(*)

sitas ini menghadirkan 
pemateri teknis yakni; 
Makmur Panjaitan â€“ 
Ekonom Bank Indonesia 
Perwakilan Prov. Sul-
tra dan Kepala Bappeda 
Baubau, Dr. Dahrul 
Dahlan.

Sementara Pj. Sekre-
taris Daerah Kota Bau-
bau La Ode Aswad, 
S.Sos, MSi dalam sam-
butannya pada acara ini 
meminta semua OPD 
yang berkaitan lang-
sung dengan Pengendal-
ian Inflasi Daerah untuk 
menyiapkan segenap 
data teknis yang dibu-
tuhkan.

â€œSebab tujuan ke-
giatan ini untuk terken-
dalinya inflasi daerah, 
jangan sampai kita ga-
gal menyusun peta ja-
lan (roadmap). Supaya 
terkendali lakukan ber-
dasarkan keunggulan 
dan ampu-an OPD ma-
sing-masing,â€  imbau 
La Ode Aswad

Aswad juga me-
nyarankan agar doku-
men yang dihasilkan 
juga melahirkan reko-
mendasi yang berkaitan 
peran strategis stake-
holder masing-masing, 
seperti Bulog, Pertami-
na, dan BUMN/BUMD 
lainnya 

â€œIntinya peta ja-
lan ini bisa menaksir 
komoditas, musim dan 
sebagainya sebagai an-
tisipasi inflasi yang ter-
jadi di Kota Baubau.â€  
tandas Aswad. 

Dijelaskan Aswad, 
pengendalian inflasi di 
tingkat daerah adalah 
tindakan pemerintah 
atau otoritas kebijakan 
ekonomi di tingkat lo-
kal atau regional untuk 
mengelola laju inflasi, 
yang merupakan pen-
ingkatan umum dan 
berkelanjutan dalam 
harga barang dan jasa. 
(**)

nomor satu di Bumi 
Gajah Mada ini disam-
but warga yang telah 
menantinya beberapa 
jam sebelumnya. Pe-
nyambutan di depan 
Rujab Bupati sedere-
tan siswa SD, SMP di 
wilayah Lakambau dan 
Laompo, para Ka. OPD 
(ASN), PKK, Dharma 
Wanita, para Kepala 
Sekolah, PGRI, IGTK, 
Kades dan perangkat-
nya, dilanjutkan dengan 
Rapat Koordinasi bersa-
ma seluruh kepala OPD 
dan Kabag Lingkup 
Setda, sekaligus perke-

nalan dengan Pj. Bupati 
Buton Selatan.

Sesuai instruksi Pj. 
Gubernur Sulawesi 
Tenggara, Komjen Pol. 
(Purn.) Dr. (H.C.) An-
dap Budhi Revianto, 
S.I.K., M.H., ia harus 
memastikan pendistri-
busian logistik pemilu 
berjalan dengan lancar 
dan aman. Selain itu, 
menyiapkan pelaksa-
naan program pemerin-
tah pusat terkait makan 
siang bergizi gratis, 
serta memodernisasi 
sistem administrasi 
pemerintahan.(*)

gabulkan permohonan 
para pemohon untuk se-
bagian,” ujar Ketua MK 
Suhartoyo dalam sidang 
pengucapan putusan, 
Kamis (14/11).

MK menyatakan 
Pasal 54C ayat (2) dan 
Pasal 54D ayat (3) UU 
10/2016 tentang Pe-
rubahan Kedua atas UU 
1/2015 tentang Peneta-
pan Perppu 1/2014 ten-
tang Pemilihan Guber-
nur, Bupati, dan Wali 
Kota Menjadi UU ber-
tentangan dengan UUD 
1945.

“ M e m e r i n t a h k a n 
pemuatan putusan ini 
dalam Berita Negara 
Republik Indonesia se-
bagaimana mestinya. 
Menolak permohonan 
para pemohon untuk 
selain dan selebihnya,” 
ucap Suhartoyo.

Hakim konstitusi Enny 
Nurbaningsih men-
gatakan ketentuan-ke-
tentuan yang mengatur 
perihal pemilihan kepala 
daerah dan wakil kepala 
daerah harus menjamin 
terselenggaranya kekua-
saan tertinggi yang be-

rada di tangan rakyat.
MK mempertimbang-

kan model plebisit yang 
meminta rakyat atau 
pemilih untuk menentu-
kan pilihannya apakah 
setuju atau tidak setuju 
dengan pasangan calon 
tersebut dan bukan den-
gan kolom kosong.

Hal itu sebagaimana 
telah dipertimbangkan 
MK dalam paragraf 3.15 
sampai dengan subpara-
graf 3.16.2 Putusan MK 
Nomor 100 Tahun 2015.

Enny mengatakan 
PKPU 14/2015 telah 

tuk menyatakan pilihan 
setuju atau tidak setuju, 
melainkan menggu-
nakan surat suara yang 
memuat dua kolom: satu 
kolom berisi foto pasan-
gan calon, dan satu lagi 
kolom kosong yang ti-
dak bergambar.

Perubahan desain surat 
suara dalam Pasal 54C 
ayat (2) UU 10/2016 
tidak lagi menggunak-
an model plebisit seb-
agaimana dalam Pilkada 
Serentak Tahun 2015.

Berkenaan dengan hal 
tersebut, MK dalam pu-
tusan nomor 14/2019 
tetap berpendirian yang 
sama dengan putusan 
100/2015.

MK kembali menegas-
kan kolom kosong yang 
tidak bergambar dalam 
surat suara pemilihan 
kepala daerah dengan 
satu pasangan calon se-
bagaimana diatur dalam 
Pasal 54C ayat (2) UU 
10/2016 bukanlah pa-
sangan calon, melain-
kan merupakan tempat 
bagi pemilih untuk me-
nyatakan tidak setuju 
dengan satu saja pasan-

gan calon yang mengi-
kuti kontestasi.

“Pendirian Mahkamah 
dapat dibaca dalam Per-
timbangan Hukum sub-
paragraf 3.11.2 dan sub-
paragraf 3.11.3 Putusan 
Mahkamah Konstitusi 
Nomor 14 Tahun 2019,” 
tutur Enny.

Dengan demikian, pe-
milih yang setuju dengan 
pasangan calon tunggal 
dimaksud diberi tem-
pat untuk menyatakan 
persetujuannya dengan 
mencoblos kolom yang 
memuat foto pasangan 
calon.

Sementara pemilih 
yang tidak setuju den-
gan pasangan calon 
tunggal diberi tempat 
menyatakan ketidak-
setujuannya dengan 
mencoblos kolom ko-
song yang terdapat 
dalam surat suara, se-
hingga pilihan me-
nyatakan tidak setuju 
pada kolom kosong 
dalam surat suara se-
bagaimana dimaksud 
dalam Pasal 54C ayat 
(2) UU 10/2016 menu-
rut MK dalam putusan 
a quo juga merupakan 
suatu model plebisit.(*)
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PEMERINTAHAN-PARLEMENPEMERINTAHAN-PARLEMEN
 PILKADA PILKADA

JAKARTA- Isu 
mengenai Laut Chi-
na Selatan kembali 
menghangat setelah 
Presiden Prabowo 
Subianto lawatan ke 
Beijing dan bertemu 
dengan Presiden Chi-
na Xi Jinping. Usai 
pertemuan, Prabowo 
dan Xi Jinping mem-
buat pernyataan ber-
sama.

Butir ke-9 pernyata-
an bersama itu me-
nyebutkan Indonesia 
dan China mencapai 
kesepahaman ten-
tang pengembangan 
bersama di wilayah-
wilayah yang saat ini 
berada dalam situasi 
tumpang tindih klaim.

Kedua negara sepak-
at untuk membentuk 
Komite Pengarah Ber-
sama yang bertujuan 
meningkatkan kerja 
sama dengan prinsip 
saling menghormati, 
setara, saling mengun-
tungkan, sesuai den-
gan peraturan hukum 
masing-masing.

Poin itu mendapat 
kritik dari beberapa 
pakar karena dinilai 
menunjukkan peruba-
han sikap pemerintah 
soal Laut China Se-
latan.

Salah satu kritik 
datang dari Guru Be-
sar hukum internasi-
onal Universitas In-
donesia Hikmahanto 
Juwana. Ia menduga 
wilayah yang tump-
ang tindih itu adalah 
perairan yang dikenal 
sebagai Laut Natuna 
Utara.

Perairan itu bersing-
gungan dengan Zona 
Ekonomi Eksklusif 
Indonesia dan sem-
bilan garis putus atau 
nine dash line China. 
Seiring berjalannya 
waktu, jumlah garis 
berubah-ubah, tapi 
masyarakat internasi-

Sikap RI soal Laut China Selatan di 
Era Presiden Prabowo dan Jokowi

Pernyataan bersama yang dibuat Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping menuai kri-
tik. Dinilai ada perubahan sikap RI soal Laut China Selatan

Laporan: Hadi onal lebih mengenal-
nya sebagai nine dash 
line.

“Bila memang benar, 
berarti kebijakan In-
donesia terkait klaim 
sepihak China atas 
sepuluh [dulu sembi-
lan] garis putus telah 
berubah secara drastis 
dan merupakan pe-
rubahan yang sangat 
fundamental dan ber-
dampak pada geopoli-
tik di kawasan,” kata 
Hikmahanto.

Ia berkata hingga be-
rakhirnya pemerintah-
an Jokowi, Indonesia 
tidak mengakui klaim 
sepihak sembilan garis 
putus China. Sebab, 
klaim itu tidak diakui 
dalam Konvensi Per-
serikatan Bangsa-
Bangsa tentang Hu-
kum Laut (UNCLOS) 
di mana Indonesia dan 
China termasuk nega-
ra peserta.

Permanent Court 
of Arbitration pada 
2016 juga sudah men-
egaskan klaim sepi-
hak China tersebut 
memang tidak dikenal 
dalam UNCLOS.

“Namun, dengan ad-
anya joint statement 
9 November lalu, be-
rarti Indonesia telah 
mengakui klaim sepi-
hak China atas sepu-
luh garis putus. Perlu 
dipahami, joint devel-
opment hanya terjadi 
bila masing-masing 
negara saling men-
gakui adanya zona 
maritim yang saling 
bertumpang tindih,” 
ucap Hikmahanto.

Seentara itu, Ke-
menterian Luar Neg-
eri (Kemlu) men-
egaskan kerja sama 
maritim RI dengan 
China sebagai upaya 
untuk memelihara 
perdamaian dan per-
sahabatan di ka-
wasan. Kerja sama 
itu tidak dapat di-
maknai sebagai pen-

gakuan atas klaim 
nine dash line China.

“Indonesia men-
egaskan kembali po-
sisinya selama ini 
bahwa klaim tersebut 
tidak memiliki ba-
sis hukum internasi-
onal dan tidak sesuai 
dengan UNCLOS 
1982,” ujar Kemlu.

Menurut Kemlu 
kerja sama tersebut 
tak berdampak terha-
dap kedaulatan, hak 
berdaulat, maupun 
yurisdiksi Indone-
sia di Laut Natuna 
Utara.

Di era Jokowi, Isu 
mengenai Laut Chi-
na Selatan beberapa 
kali mengemuka di 
era pemerintahan 
Presiden Jokowi.

Pada November 
2015, Jokowi me-
minta semua negara 
yang terlibat dalam 
masalah Laut China 
Selatan menghorma-
ti hukum internasi-
onal yang berlaku. Ia 
saat itu berharap ne-
gosiasi code of con-
duct bisa dipercepat.

Lebih dari enam 
bulan setelahnya 
situasi sempat me-
manas. Pada Juni 
2016, Jokowi men-
girim sinyal kepada 
pemerintah China 
dengan menggelar 
rapat di atas kapal 
perang di perairan 
Natuna.

Rapat digelar pas-
ca insiden TNI AL 
menembak kapal ne-
layan China karena 
mencuri ikan di ZEE 
Laut Natuna Utara. 
Saat itu pemerintah 
China protes kepada 
pemerintah Indone-
sia.

Luhut Binsar Pan-
djaitan yang saat itu 
menjabat sebagai 
Menteri Koordinator 
Kemaritiman men-
gatakan Indonesia 
ingin memberi sin-

yal kepada pemer-
intah China soal ke-
daulatan negara.

“Kami tidak mau 
kedaulatan kami di-
ganggu siapapun,” 
kata Luhut.

Indonesia pada 
2020 juga sempat 
melayangkan nota 
protes kepada China 
karena kapal penjaga 
pantai dan kapal pen-
angkap ikan mereka 
memasuki perairan 
Natuna. Kemlu me-
manggil Duta Besar 
China di Jakarta un-
tuk menyampaikan 
protes tersebut.

Retno Marsudi 
yang saat itu men-
jabat Menteri Luar 
Negeri mengatakan 
telah terjadi pelang-
garan kapal-kapal 
China di ZEE Indo-
nesia.

“Saya kira state-
ment yang disam-
paikan sudah sangat 
baik bahwa tidak ada 
yang namanya tawar 
menawar mengenai 
kedaulatan, menge-
nai teritorial negara 
kita,” kata Jokowi 
saat itu.

Sementara dalam 
wawancara eksklu-
sif yang dikutip The 
New Straits Times, 
Mei 2023 lalu, 
Jokowi menyatakan 
seluruh klaim atas 
Laut China Selatan 
yang tak memiliki 
dasar hukum tak bo-
leh dibiarkan terjadi.

Menurut Jokowi, 
salah satu kunci un-
tuk mengatasi anca-
man konflik di Laut 
China Selatan yakni 
dengan patuh terha-
dap UNCLOS 1982.

“Kunci untuk ini 
adalah kepatuhan 
terhadap hukum in-
ternasional terhadap 
UNCLOS 1982. Ini 
adalah kuncinya,” 
ujar dia.(*)

J A K A RTA - M e n k o 
Politik dan Keamanan 
(Polkam) Budi Gunawan 
(BG) memastikan per-
nyataan bersama RI-Chi-
na soal kerja sama mari-
tim tidak mengganggu 
kedaulatan Indonesia di 
Laut Natuna Utara.

“Kerja sama Indonesia 
dan China sebagaimana 
telah disepakati bersama 
tidak akan berdampak 
pada kedaulatan dan 
yurisdiksi kita terutama 
di Laut Natuna Utara se-
bagaimana yang diisukan 
itu, karena semuanya di-
laksanakan dengan sesuai 
ketentuan UU dan per-
aturan negara masing-ma-
sing,” kata BG di Kantor 
Direktorat Jenderal Bea 
Cukai, Jakarta Timur, Ka-
mis (14/11).

Ia mengatakan prinsip 
yang ditekankan dalam 
kerja sama itu adalah sa-
ling menghormati, kes-
etaraan, saling mengun-
tungkan dan membangun 
konsensus sesuai dengan 
peraturan negara masing-
masing.

“Artinya Indonesia se-
lama ini kita tetap berpe-
doman pada UU Nomor 
17 tahun 1985 yang meru-
pakan ratifikasi dari Un-
clos 1982, dengan aturan 
turunannya itu tetap ber-
laku,” ujarnya.

Ia menjelaskan per-
nyataan bersama RI-Chi-
na itu merupakan terobo-
san baru Prabowo dalam 
rangka menciptakan kes-
tabilan di kawasan

“Sabilitas kerja sama, 
keamanan dengan mem-
bentuk code of conduct 
baru, yaitu joint opera-
tion, jadi tidak saling 
curiga tetapi kerja sama 
dalam rangka mengikat 
semua pihak,” katanya.

Sebelumnya Poin ke-9 
dalam pernyataan ber-
sama Prabowo-Xi Jin-

Budi Gunawan soal Perjanjian RI-China: 
Tak Ganggu Kedaulatan di Natuna

Menko Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gu-
nawan (BG) memastikan pernyataan bersama RI-China 
soal kerja sama maritim tidak mengganggu kedaulatan 
Indonesia di Laut Natuna Utara.

Laporan: Husni

ping memaparkan In-
donesia-China sepakat 
memperkuat dan memper-
luas kerja sama maritim.

Pernyataan itu berbunyi: 
kedua pihak akan bers-
ama-sama menciptakan 
lebih banyak terobosan 
dalam kerja sama maritim.

Kedua pihak menekank-
an kerja sama maritim se-
bagai komponen penting 
dalam kerja sama strategis 
komprehensif antara Chi-
na dan Indonesia. Mereka 
akan secara aktif menja-
jaki dan melaksanakan 
lebih banyak proyek kerja 
sama maritim, mencip-
takan lebih banyak terobo-
san positif, bersama-sama 
menjaga perdamaian dan 
ketenangan di laut, mem-
perbaiki sistem tata ke-
lola maritim, menjaga laut 
tetap bersih dan indah, 
serta mencapai kesejahter-
aan maritim.

Kedua pihak juga men-
capai kesepahaman pent-
ing tentang pengemban-
gan bersama di wilayah 
yang memiliki klaim tum-
pang tindih, serta sepakat 
untuk membentuk Komite 
Pengarah Bersama Antar-
Pemerintah guna menja-
jaki dan memajukan kerja 
sama terkait berdasarkan 
prinsip “saling menghor-
mati, kesetaraan, manfaat 
bersama, fleksibilitas, 
pragmatisme, dan pem-

bangunan konsensus,” 
sesuai dengan hukum dan 
peraturan yang berlaku di 
masing-masing negara.

Guru Besar Hukum In-
ternasional Universitas 
Indonesia Hikmahanto 
Juwana mengkritik poin 
tersebut yang dinilai san-
gat terkait dengan sengke-
ta Laut China Selatan.

Perairan itu menjadi ti-
tik panas konflik setelah 
China mengklaim hampir 
seluruh wilayah Laut Chi-
na Selatan yang tumpang 
tindih dengan teritorial 
sejumlah negara terutama 
negara di ASEAN.

Selama ini, Indonesia 
menegaskan tidak memi-
liki sengketa teritorial den-
gan Beijing di Laut China 
Selatan. Meski begitu, 
sikap kapal-kapal Tiong-
kok yang semakin getol 
mengganggu dan menero-
bos perairan RI terutama 
di Natuna membuat Indo-
nesia mau tak mau men-
egaskan kedaulatannya 
di perairan tersebut yang 
bersinggungan langsung 
dengan Laut China Se-
latan.

“Bila memang benar, be-
rarti kebijakan Indonesia 
terkait klaim sepihak Chi-
na atas Sepuluh [dulu sem-
bilan] Garis Putus telah 
berubah secara drastis,” 
kata Hikmahanto dalam 
rilis resmi.(*)

JAKARTA-Mahkamah 
Konstitusi (MK) men-
egaskan pejabat daerah 
dan anggota TNI/ Polri 
bisa dipidana jika melang-
gar prinsip netralitas pada 
pemilihan kepada daerah 
(pilkada).

Hal itu dipastikan setelah 
mengabulkan seluruh per-
mohonan yang diajukan 
oleh Syukur Destieli Gulo 
dengan menambahkan pe-
jabat daerah dan anggota 
TNI/Polri sebagai subjek 
hukum baru. Hal tersebut 
bertujuan demi menjaga 
netralitas aparatur negara 
dalam pemilihan kepala 
daerah.

Demikian termuat dalam 
putusan perkara nomor: 
1 3 6 / P U U - X X I I / 2 0 2 4 
yang dibacakan pada hari 
ini, Kamis (14/11).

“Mengadili: dalam po-
kok permohonan: men-
gabulkan permohonan 
pemohon untuk seluruh-
nya,” ujar Ketua MK Su-
hartoyo.

MK menilai norma Pas-
al 188 UU 1/2015 telah 

MK: Pejabat Daerah-TNI/Polri Bisa Dipidana 
Jika Tak Netral di Pilkada

melanggar prinsip negara 
hukum dan jaminan terha-
dap hak kepastian hukum 
yang adil sehingga ber-
tentangan dengan norma 
Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 
28D ayat (1) UUD 1945 
sebagaimana yang didalil-
kan oleh pemohon.

Oleh karena itu, MK me-
nyatakan ketentuan norma 
Pasal 188 UU 1/2015 ten-
tang Penetapan Perppu 
1/2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan 
Wali Kota menjadi UU 
bertentangan dengan UUD 
1945 dan tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai 
‘setiap pejabat negara, 
pejabat daerah, pejabat 
aparatur sipil negara, Ang-
gota TNI/Polri, dan kepala 
desa atau sebutan lain atau 
lurah yang dengan sen-
gaja melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 71 dipidana 
dengan pidana penjara 
paling singkat satu bulan 
atau paling lama enam bu-
lan dan/atau denda paling 

sedikit Rp600.000,00 atau 
paling banyak Rp6 juta’.

“Memerintahkan pemua-
tan putusan ini dalam 
Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana 
mestinya,” ucap Suhar-
toyo.

MK memandang penting 
untuk menambahkan frasa 
‘pejabat daerah’ dan frasa 
‘anggota TNI-Polri’ dalam 
Pasal 188 UU 1/2015 agar 
sesuai dengan prinsip 
negara hukum dan men-
ciptakan kepastian hukum 
yang adil sebagaimana 
norma Pasal 1 ayat (3) dan 
Pasal 28D ayat (1) UUD 
1945.

“Dalam perspektif pa-
ham konstitusi atau kon-
stitusionalisme, aturan 
main yang ditetapkan 
harus memberikan jami-
nan atas kepastian hukum 
yang adil, jaminan mana 
merupakan salah satu hak 
dasar harus diberikan oleh 
negara kepada rakyatnya,” 
ucap Hakim Konstitusi 
Arief Hidayat.(*)
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KENDARI-KOLAKA-MUNA-WAKATOBI-BOMBANA-KONAWEKENDARI-KOLAKA-MUNA-WAKATOBI-BOMBANA-KONAWE
Kolaka Utara-Kolaka Timur-Konut-Konsel- Konkep-MubarKolaka Utara-Kolaka Timur-Konut-Konsel- Konkep-Mubar

KENDARI, BP-Mewakili 
Pj. Gubernur, Komjen Pol. 
(P) Dr (H.C) Andap Budhi 
Revianto.,S.I.K.,M.H, Sekda 
Sultra, Drs. H Asrun Lio.,M.
Hum.,Ph.D turut hadiri mem-
berikan sambutan sekaligus 
membuka secara resmi Rapat 
Pengendalian Administra-
si Pelaksanaan Pembangu-
nan APBN khususnya terkait 
dekosentrasi dan tugas pem-
bantuan Tahun Anggara 2024 
lingkup Provinsi Sultra, Kamis 
(14/11/2024), di Kendari.

Dalam kesempatan tersebut, 
Sekda Sultra menyampaikan 
sejumlah arahan penting ter-
masuk harapan besar pimpinan 
Sultra, agar kegiatan tersebut 
tetap merekomendasikan se-
gala upaya demi kemajuan pe-
nyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan di Provinsi 
Sultra.

Sekda Sultra ini menjelas-
kan, berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2022 dijelaskan bahwa urusan 
pemerintahan adalah kekuasaan 
pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Presiden, yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh 
Kementerian Negara dan peny-
elenggara pemerintahan daerah 
untuk melindungi, melayani, 
memberdayakan dan mense-
jahterakan masyarakat.

Dia melanjutkan, dekonsen-
trasi kepada gubernur sebagai 
wakil pemerintah pusat yang 
selanjutnya disebut dekon-
sentrasi kepada GWPP adalah 
pelimpahan sebagian urusan 
pemerintahan, yang menjadi 
kewenangan pemerintah pusat 
kepada gubernur sebagai wakil 
pemerintah pusat.

â€œTugas pembantuannya 
adalah penugasan dari pemer-
intah pusat kepada pemerintah 
daerah otonom, untuk melak-
sanakan sebagian urusan pemer-
intahan yang menjadi kewenan-
gan pemerintah dari pusat atau 
dari pemerintah daerah provinsi 
kepada daerah kabupaten kota 
untuk melaksanakan sebagian 

KENDRI, BP- Sek-
retaris Daerah Provin-
si Sulawesi Tenggara, 
Drs. H Asrun Lio.,M.
Hum.,Ph.D, meng-
hadiri acara syuku-
ran Hari Ulang Ta-
hun (HUT) ke-79 
Korps Brimob Polri 
yang berlangsung di 
Gedung Serba Guna 
Nuraga, Satbrimob 
Polda Sultra (Kamis, 
14 November 2024). 
Acara ini dihadiri 
oleh berbagai peja-
bat tinggi, baik dari 
jajaran Polda Sultra 
maupun dari instansi 
lainnya, termasuk un-
sur TNI, Kejaksaan, 
serta lembaga terkait 
lainnya.

Dalam sambutan-
nya, Dansat Brimob 
Polda Sultra Kombes 
Sugianto Marweki, 
S.I.K., M.Si., me-
nyampaikan ucapan 
terima kasih yang 
s e b e s a r- b e s a r n y a 
kepada seluruh ma-
syarakat dan pihak-
pihak yang telah 
mendukung tugas 
Brimob Polri di Sul-
tra. â€œTerima kasih 
kepada semua pihak 

Buka Rapat Pengendalian Administra-
si Pelaksanaan Pembangunan APBN 

2024, Ini Harapan Sekda Sultra

Informasi Cuaca
1. Tgl 14 Novem-

ber 2024 berpotensi 
hujan sedang hing-
ga lebat yg dapat 
disertai guntur dan 
angin kencang di 
wilayah Kendari, 
Konawe, Konawe 
Selatan, Kolaka 
Timur, Kolaka 
Utara dan Kolaka.

2. Tgl 15 Novem-
ber 2024 berpotensi 
hujan sedang hing-
ga lebat yg dapat 
disertai guntur dan 
angin kencang di 
wilayah  Konawe 
Selatan, Kolaka 
Timur dan Kolaka.

3. Tgl 16 Novem-
ber 2024 berpotensi 
hujan sedang hing-
ga lebat yg dapat 
disertai guntur dan 

Sekda Sultra Hadiri Syukuran HUT Ke-79 
Korps Brimob Polri

urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan dae-
rah provinsi,â€  terangnya.

Jenderal ASN Provinsi 
Sultra ini menjelaskan, 
pelaksanaan dekonsentra-
si dan tugas pembantuan 
merupakan cerminan dari 
sistem dan prosedur penu-
gasan pemerintah pusat 
kepada pemerintah dae-
rah dan dari pemerintah 
provinsi kepada pemer-
intah kabupaten kota un-
tuk, menyelenggarakan 
urusan pemerintahan dan 
pembangunan, yang diser-
tai kewajiban melaporkan 
pelaksanaannya dan mem-
pertanggung jawabkan ke-
pada yang memberi penu-
gasan.

Dia melanjutkan, pem-
berian tugas pembantuan 
dimaksudkan untuk me-
ningkatkan efesiensi dan 
efektifitas penyelengga-
raan pemerintahan, pelak-
sanaan pembangunan dan 
pelayanan umum bagi ma-
syarakat Sultra.

â€œBerdasarkan ke-
wenangan gubernur seb-
agai wakil pemerintah di 
daerah, Provinsi Sultra 
juga memperoleh alokasi  
anggaran APBN baik beru-
pa dekosentrasi yang be-
rada pada 25 Satker dan 14 
perangkat daerah, maupun 
tugas perbantuan yang be-
rada pada 13 Satker dan 5 
perangkat daerah,â€  jelas-
nya. 

Dia menerangkan, berkai-
tan hal tersebut maka rapat 
dimaksud akan difokus-
kan pada evaluasi serapan 
anggraan dan pengawasan 
dana dekonsentrasi dan tu-
gas pembantuan.

â€œSaya berharap kita 
dapat saling berdiskusi dan 
memberikan masukan yang 
konstruktif, untuk penca-
paian realisasi yang maksi-
mal, mengingat kita telah 
memasuki akhir triwulan 
ke IV, artinya kurang lebih 

1 (satu) bulan lagi tahun ang-
garan 2024 akan berakhir,â€  
ujarnya.

Selain itu, Sekda Sultra 
ini juga kembali menegas-
kan kepada setiap perangkat 
daerah yang mengelola dana 
dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan, agar dapat me-
maksimalkan serapan angg-
aran dan progres fisik dalam 
kurun waktu yang tinggal 1 
(satu) bulan, sehingga tugas 
dan fungsi gubernur sebagai 
perwakilan pemerintah pusat 
di daerah, dapat memastikan 
semua progres serapan ang-
garan dan progres fisik, ber-
jalan sesuai dengan keten-
tuan.

â€œHarapan saya, dengan 
kegiatan ini dapat mewu-
judkan konsistensi dalam 
penyelenggaraan dekonsen-
trasi dan tugas pembantuan, 
agar dilakukan dengan asas 
efisien, efektif, dan ber-
manfaat bagi peningkatan 
kesejahteraan masyarakat 
Sultra,â€  harapnya.

Sebelum membuka secara 
resmi rapat pengendalian ad-
ministrasi pelaksanaan pem-
bangunan APBN (Dekosen-
trasi dan Tugas Pembantuan) 
tahun 2024 lingkup Pemprov 
Sultra yang digelar oleh Biro 
Administrasi Pembangunan 
Sekretariat Daerah Provinsi 
Sultra, Sekda Sultra kem-
bali berpesan agar rapat 
tersebut dapat bermanfaat 
bagi semua, terutama untuk 
kemajuan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pemban-
gunan di Provinsi Sultra.

Turut hadiri dalam keg-
iatan tersebut, diantaranya 
para kepala perangkat dae-
rah selaku kpa dana dekon-
setrasi dan tugas pemban-
tuan lingkup pemerintah 
provinsi sultra, para penge-
lola dana dekonsentrasi dan 
tugas pembantuan lingkup 
pemerintah provinsi sultra, 
dan berbagai pihak terkait 
lainnya.(*)

Pewarta: Mashuri

dan seluruh ma-
syarakat yang telah 
bekerja sama dan 
memberikan dukun-
gan kepada kami, 
sehingga kami dapat 
melaksanakan tu-
gas dengan baik 
demi kedamaian Su-
lawesi Tenggara,â€  
ujarnya.

Acara ini turut 
dihadiri oleh Ibu 
Ketua Bhayangkari 
Daerah Sultra be-
serta pejabat utama 
Polda Sultra, Kom-
andan TNI Angkatan 
Udara Haluoleo, Ko-
mandan korem 143/
HO, Komandan TNI 
AL Kendari, Kakan-
wil  Kementerian 
Hukum dan HAM 
Sultra, Ketua Penga-
dilan Tinggi Sultra, 
Kepala Kejaksaan 
Tinggi Sultra, Ke-
pala BNN atau yang 
diwakili, serta se-
jumlah Kapolres dan 
jajaran Polda Sultra 
lainnya.

Dansat Brimob ber-
harap acara syukuran 
ini menjadi momen 
untuk mempererat 
hubungan antarlem-
baga dan masyara-

kat dalam mewujud-
kan keamanan dan 
ketertiban di Sultra. 
â€œSemoga kita se-
lalu diberi kekua-
tan, kesehatan, dan 
kesuksesan dalam 
melaksanakan tu-
gas untuk mengabdi 
kepada masyara-
kat, bangsa, dan 
negara,â€  tambah 
Kombes Pol Sugi-
anto.

Dalam acara ini, 
Kombes Sugianto 
juga menyampaikan 
permohonan maaf 
atas segala kekuran-
gan dan keterbatasan 
dalam pelaksanaan 
tugas. â€œKami 
memohon maaf 
sebesar-besarnya 
jika ada kekurangan. 
Kami berharap du-
kungan dan kerjasa-
ma dari semua pi-
hak agar kami dapat 
memberikan pelay-
anan terbaik kepada 
masyarakat,â€  tu-
tupnya.

Acara berlangsung 
dengan penuh khid-
mat, diakhiri dengan 
doa dan harapan agar 
Korps Brimob Polri 

Update Peringatan Dini Informasi MKG, berlaku 
14 - 20 November 2024, sebagai berikut :

angin kencang di 
wilayah Kolaka 
Utara dan Muna 
Barat.

4. Tgl 17 Novem-
ber 2024 berpotensi 
hujan sedang hing-
ga lebat yg dapat 
disertai guntur dan 
angin kencang di 
wilayah Konawe 
Utara dan Kolaka 
Utara.

5. Tgl 18 Novem-
ber 2024 berpotensi 
hujan sedang hing-
ga lebat yg dapat 
disertai guntur dan 
angin kencang di 
wilayah Kolaka, 
Kolaka Utara dan 
Muna Barat.

6. Tgl 19 Novem-
ber 2024 berpotensi 
hujan sedang hing-
ga lebat yg dapat 

disertai guntur dan 
angin kencang di 
wilayah Kolaka, 
Kolaka Utara dan 
Kolaka Timur.

7. Tgl 20 Novem-
ber 2024 berpotensi 
hujan sedang hing-
ga lebat yg dapat 
disertai guntur dan 
angin kencang di 
wilayah Konawe 
Selatan, Kolaka 
dan Kolaka Utara.

Info Gelombang 
Tinggi

Diperkirakan ket-
inggian gelombang 
di wilayah pelayan-
an perairan Sulawe-
si Tenggara tanggal 
14 - 20 November 
2024 berada pada 
kategori tenang 
hingga rendah (0.1 
- 1.25 meter) (*)

Pewarta: Amran
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BUSEL, BP-
Kunjungan Kerja 
(Kunker) Dharma 
Wanita Persatuan 
(DWP) Provinsi Su-
lawesi Tenggara di 
Kabupaten Buton 
Selatan dalam rang-
ka Pembinaan Pro-
gram Kerja Dharma 
Wanita Persatuan di 
Dharma Wanita Per-
satuan Kabupaten 
Buton Selatan. Ny. 
Iffah Insyirah Mukti 
Parinringi, SE Ketua 
Dharma Wanita Per-

Darwanita Persatuan Sultra Kunker di 
Buton Selatan

satuan Kabupaten 
Buton Selatan ber-
sama seluruh pengu-
rus Dharma Wanita 
Persatuan Buton 
Selatan menerima 
kunjungan kerja di 
Gedung Wisata di 
sambut dengan tar-
ian serta pengalung-
an bunga, pada Rabu 
09/10/2024.

Ketua DWP Provin-
si Sulawesi Tenggara 
Ny. Waode Munanah 
Asrun Lio dengan 
rombongan langsung 
menuju Gedung 
Wisata. Dalam kun-

jungan tersebut Ket-
ua Pengurus DWP 
Provinsi Sulawesi 
Tenggara Ny. Waode 
Munanah Asrun Lio 
menyampaikan, tu-
juan dari Kunker ini 
untuk Menyamakan 
Program Persepsi 
dari Pusat ke Provinsi 
hingga ke Kabupat-
en/kota, serta dalam 
rangka Pembinaan 
Program Kerja Dhar-
ma Wanita Persatuan 
di Dharma Wanita 
Persatuan Kabupaten 
Buton Selatan.(*)

Laporan : Eron

BUTON,BP-Tim 
Penilaian Lomba 10 
Program PKK kun-
jungi Desa Kaong-
keakea, Kecamatan 
Pasarwajo, Kabupat-
en Buton. Ketua TP. 
PKK Kabupaten Bu-
ton, Ny. Wa Ode Na-
haria Haruna, S.PKP., 
M.M. Bersama Ang-
gota dan Kader PKK 
Kabupaten Buton 
menyambut romban-
gan Tim Penilai di 
Pelataran Aula Kan-
tor Desa Kaoengke-
ongkea, Kecamatan 
Pasarwajo, Jumat, 4 
Oktober 2024.

Kedatangan tim 
penilai juga disam-
but Pj. Bupati Buton 
yang diwakili Asisten 
Perekonomian dan 
Pembangunan Sek-
da Buton, Nanang 
Lakaungge, SKM, 
MSi, Para Kepala 
OPD Lingkup Pemk-
ab Buton, Camat 
Pasarwajo, Drs. Am-
ruddin, Pemerintah 
Desa dan tokoh Ma-
syarakat setempat.

Dalam sambutan-
nya Pj. Bupati Bu-
ton La Haruna SP., 
M.Si yang dibacakan 
Asisten II Sekda Bu-
ton, mengucapkan 
selamat datang ke-

Tim Penilaian Lomba 10 Program PKK 
Kunjungi Desa Kaongkekea

pada Tim Lomba 
10 Program PKK 
tingkat Sulawesi 
Tenggara Provinsi 
Sulawesi Tenggara 
di Kabupaten Buton 
yakni di Desa Kao-
engkeongkea.

Pj. Bupati Buton 
mewakili Pemerin-
tah daerah menghim-
bau agar PKK dapat 
lebih berperan aktif 
dalam melaksanakan 
10 program pokok 
PKK sesuai dengan 
situasi dan kebu-
tuhan daerah guna 
mengatasi berbagai 
permasalahan sosial 
ekonomi masyarakat 
baik melalui keg-
iatan usaha pening-
katan pendapatan 
keluarga, kegiatan 
posyandu maupun 
lansia, kegiatan pela-
tihan keterampilan, 
penyuluhan tentang 
Keluarga Berencana 
(KB) dan kesehatan 
reproduksi, penyulu-
han tentang bahaya 
penyalahgunaan nar-
koba, penyuluhan 
makanan beragam, 
bergizi dan berim-
bang serta peman-
faatan gerakan dalam 
mendukung ketahan-
an pangan keluarga.

â€œSaya berharap 
pula melalui lomba 
ini, kita dapat men-

emukan ide-ide baru 
yang dapat diterap-
kan di lapangan demi 
kemajuan Bersama.
â€  katanya.

Pada kesempatan 
ini pula Sekretaris 
TP PKK Provinsi 
Sulawesi Tenggara, 
Devi Yunariasari 
menyampaikan keg-
iatan tersebut meru-
pakan agenda rutin 
yang menjadi pro-
gram kerja tim PKK 
provinsi Sulawesi 
tenggara. 

â€œLomba ini ber-
tujuan untuk menin-
gkatkan kinerja dan 
menumbuhkan jiwa 
semangat pengabdian 
serta kompetensi ke-
mampuan para kader 
PKK dan juga untuk 
mengetahui perkem-
bangan dan keber-
hasilan pelaksanaan 
10 program PKK 
secara berjenjang 
mulai dari desa/ke-
luarahan, kecamatan, 
maupun Kabupaten/
kota dan juga seb-
agai sarana apresiasi 
terhadap para kader 
yang berada di pe-
losok-pelosok pende-
saan yang berhasil 
mengimplementasi-
kan 10 program PKK 
dengan efektif,â€  
katanya.(*)

Pewarta: Rahim

BUTENG, BP-Pj 
Bupati Buton Tengah, 
Kostantinus Bukide, 
meresmikan gedung 
asrama santri beserta 
fasilitas operasional 
Madrasah Ibtidaiyah  
Alkhairaat (MIAbH) 
cabang Buton Ten-
gah yang berlokasi 
di Waburense, Kana-

Pj Bupati Buteng Kostantinus Bukide 
Resmikan Gedung Asrama Santri

Laporan: Hengky pa-napa, Kecamatan 
Mawasangka, Selasa 
(22/10/2024).

Dalam sambutannya, 
Pj Bupati Kostantinus 
Bukide menyampai-
kan pentingnya kuali-
tas pendidikan dan 
fasilitas pendukung 
bagi santri di Buton 
Tengah. Kehadiran 
gedung ini diharap-

kan dapat memberi-
kan kenyamanan serta 
mendukung para sant-
ri dalam menempuh 
pendidikan yang lebih 
baik.

“Pemerintah dae-
rah berkomitmen 
untuk terus mendu-
kung pengembangan 
sektor pendidikan, 
terutama pendidikan 

agama, demi tercip-
tanya genarasi yang 
cerdas dan berakhlak 
mulia”,ujarnya.

Dengan fasilitas 
yang lebih memadai, 
MIAbH cabang Buton 
Tengah siap  mencetak 
santri yang berpresta-
si dan berkonstribusi 
positif bagi pemban-
gunan dan bangsa.(*)

BUTON, BP-Pemer-
intah Kabupaten Bu-
pati Buton meluncur-
kan Core Values dan 
Employer ASN BerA-
KHLAK. Peluncuran 
itu dilaksanakan pada 
saat Apel di Pekan tera-
khir, Senin, 30 Septem-
ber 2024 di Pelataran 
Tugu Nenas, halaman 
Kantor Bupati Buton, 
Takawa, Pasarwajo. 

Pj. Bupati Buton, 
La Haruna, SP. MSi.  
mengharapkan ke-
pada seluruh ASN un-
tuk dapat memberi-
kan pelayanan terbaik 
kepada masyarakat, 
serta disiplin dalam 
menjalankan tugas dan 
tanggung jawab seb-

Pemkab Buton Launching Core Values dan Employer ASN 
berAKHLAK

agai abdi Negara dan 
pelayan masyarakat.

Adanya core val-
ues ini juga diharap-
kan dapat menyatu-
kan persepsi sehingga 
menjadi lebih mudah 

dipahami dan diterap-
kan oleh seluruh ASN 
di Indonesia.

Usai Arahan pada 
Apel pagi Pj Bupati 
Buton memberikan se-

matan  pin ASN berA-
KHLAK secara sim-
bolis kepada beberapa 
ASN Lingkup Pemkab 
Buton.(*)

BUTON, BP-Pj. Bu-
pati Buton diwakili 
Staf Ahli Bupati Buton 
Bidang Pemerintahan, 
Hukum, dan Politik 
(Sahli), H. Abdul Rais, 
SP membuka Fokus 
Group Discussion 
(FGD) dalam rangka 
Penyusunan Kajian 
Risiko Bencana Ka-
bupaten Buton Tahun 
2024 bekerjasama den-
gan Lembaga Pene-
litian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat 
Universitas Haluoleo 
Kendari di Aula Hotel 
Buton Raya, Jumat 20 
September 2024.

Seminar ini dihad-
iri Kepala Lembaga 
Penelitian dan Pengab-
dian Masyarakat Uni-
versitas Halu Oleo, Dr. 
La Ode Restele M.Si 

Pemkab Buton dan UHO Gelar FGD Penyusunan Kajian 
Resiko Bencana

(Ketua Tim Penyu-
sunan Kajian Risiko 
Bencana Kab. Buton), 
Kepala BPBD Kab. 
Buton, Kepala BMKG 
Kota Baubau dan Para 
Kepala OPD Lingkup 
Pemkab Buton dan 
juga Para Camat Se-
kabupaten Buton.

Pada kesempatan itu 
Staf Ahli Bupati Buton 
Bidang Pemerintahan, 
Hukum, dan Politik 
menyampaikan bahwa 
Undang-Undang No-
mor 24 Tahun 2007 
tentang Penanggulan-
gan Bencana menga-
manatkan agar upaya 
penanggulangan ben-
cana di daerah dapat 
dilaksanakan secara 
terencana, terpadu, 
terkoordinasi, dan me-
nyeluruh.

â€œKabupaten Bu-
ton sebagai daerah 
yang memiliki ban-
yak penduduk dengan 
berbagai jenis mata 
pencaharian serta 
pendapatan yang ber-
beda-beda dan juga 
memiliki tingkat hu-
nian dan status sos-
ial yang tidak sama, 
sehingga memiliki 
tingkat risiko multi 
bencana yang bera-
gam sesuai dengan 
jenis bencana yang 
terjadi,â€  kata H. Ab-
dul Rais. 

Sebagai daerah yang 
memiliki tingkat multi 
risiko bencana yang 
beragam, kata Sahli 
maka perlu suatu do-
kumen kajian serta 
sebaran kejadian dan 
tingkat risiko bencana 

yang berpotensi dan 
sering terjadi di Kabu-
paten Buton.

â€œPenyusunan do-
kumen kajian risiko 
bencana yang kita 
lakukan bersama den-
gan Universitas Halu 
Oleo merupakan lang-
kah tetap, dengan 
perihal Himbauan dan 
Informasi Kegiatan 
Dukungan Teknis Bi-
dang Pemetaan dan 
Evaluasi Risiko Ben-
cana Tahun 2024), 
poin 6 tentang kewa-
jiban Bupati/ Walikota 
menginstruksikan dan 
memantau penyusu-
nan dokumen Kajian 
Risiko Bencana di 
wilayahnya masing-
masing yang disu-
sun oleh Organisasi 
Perangkat Daerah 

Sabtu, 16 November 2024
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JAKARTA-Inte -
grasi dan digitalisasi 
data kesehatan men-
jadi perhatian Wakil 
Menteri Kesehatan 
Prof. Dante Saksono 
Harbuwono saat me-
nyampaikan sambu-
tan pada acara UNDP 
Indonesia Policy 
Volume yang men-
gusung tema Bright 
Prospect, Lingering 
Shadows: Toward 
an Inclusive Digital 
Transformation in 
Indonesia di Gedung 
Tri Brata, Jakarta, 
Senin (11/11).

“Dengan memfasil-
itasi konektivitas, in-
tegrasi data, dan lay-
anan kesehatan yang 
dapat diakses secara 
nasional, kita ber-
juang merealisasikan 
visi indonesia sehat 
untuk mendukung pi-
lar ke enam transfor-
masi kesehatan yaitu 
transformasi teknolo-
gi kesehatan.”

Lebih lanjut, 
Wamenkes Prof. 
Dante menekank-
an pentingnya ke-
berlanjutan dalam 
pengembangan trans-
formasi digital. Salah 
satu langkah yang 
telah diambil oleh 
Kementerian Kes-
ehatan (Kemenkes) 
adalah penerbitan 
Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 
HK.01.07/MENK-
ES/1568/2024 ten-

Wamenkes Ingin tak Ada yang 
Tertinggal dalam Transformasi Digital 

Kesehatan

tang Sistem Moni-
toring Inventaris 
Logistik Kesehatan 
secara Elektronik.
Wamenkes menam-

bahkan, kegiatan 
yang diselenggara-
kan oleh UNDP ini 
dapat memberikan 
masukan berharga 
bagi Kemenkes. Prof. 
Dante menekankan 
pentingnya trans-
formasi digital yang 
inklusif agar man-
faatnya dapat dira-
sakan oleh seluruh 
masyarakat.

“Bagaimanapun, 
berbagai kema-
juan harus inklusif 
(dirasakan banyak 
orang), dan tidak 
boleh ada satupun 
yang tertinggal,â€  
ujar Wamenkes Prof. 
Dante.
Kepala Perwakilan 

UNDP Indonesia 
Norimasa Shimo-
mura menggaris-
bawahi tiga hal yang 
menghambat proses 
publikasi kebijakan, 
yaitu kesenjangan 
digital, standar etika, 
dan polarisasi. Menu-
rutnya, transformasi 
digital dapat menjadi 
sarana efektif untuk 
menghubungkan ber-
bagai kebijakan den-
gan masyarakat.

“Kita perlu men-
gatasi kesenjangan 
digital, memperkuat 
standar etika, dan 
melawan polarisasi 

dengan memanfaat-
kan transformasi dig-
ital bagi seluruh ma-
syarakat Indonesia,â€  
ujarnya.

Norimasa Shimo-
mura juga menyam-
paikan empat hal 
yang menjadi per-
hatian UNDP ter-
kait isu kesenjangan 
digital. Pertama, ke-
senjangan akses digi-
tal, yakni pengguna 
internet di Jakarta 
mencapai 84,7%, 
sementara di Papua 
hanya 26,5% untuk 
pengguna berusia di 
atas lima tahun.
Kedua, kesenjan-

gan gender dan usia. 
Pada 2022, kesen-
jangan akses inter-
net antara laki-laki 
dan perempuan mu-
lai berkurang, yaitu 
sebesar 63,8% untuk 
laki-laki dan 63,5% 
untuk perempuan. 
Namun, perempuan 
lanjut usia yang ting-
gal di daerah perde-
saan dan perempuan 
dengan pendidikan 
formal yang lebih 
rendah masih meng-
hadapi hambatan sig-
nifikan terhadap ak-
ses digital.
Ketiga, risiko disin-

formasi atau hoaks. 
Diperkirakan seki-
tar 82 juta penduduk 
Indonesia rentan 
terhadap propagan-
da digital, terutama 
menjelang Pemilu 

2024. Gen Z, yang 
jumlahnya menca-
pai 27,94% dari total 
penduduk Indonesia, 
menjadi kelompok 
yang paling rentan.

Keempat, polari-
sasi dan efek ruang 
gema (echo cham-
bers). Platform dar-
ing dapat mem-
perkuat ruang gema 
politik, mengisolasi 
pengguna dalam ke-
lompok dengan pan-
dangan atau pemikiran 
yang sama, sehingga 
berpotensi mem-
perdalam kesenjangan 
sosial dan membatasi 
terciptanya ruang dia-
log.
Menyikapi hal terse-

but, Wamenkes Prof. 
Dante menyambut 
baik berbagai masu-
kan terkait kebijakan 
kesehatan dari lem-
baga seperti UNDP. 
Menurutnya, ma-
sukan-masukan ini 
dapat memberikan 
gambaran mengenai 
kesenjangan digital di 
masyarakat yang san-
gat bermanfaat dalam 
proses penyusunan 
kebijakan.
“Bersama-sama kita 

dapat menjembatani 
kesenjangan digital, 
menjunjung tinggi 
standar etika, dan 
mengatasi polarisasi 
sosial, memastikan 
manfaat transformasi 
digital dirasakan oleh 
seluruh masyarakat 
Indonesia,”  tutup Wa-
menkes Prof. Dante.
(*)

JAKARTA-Seban-
yak 13 dokter spesi-
alis jantung Indone-
sia diberangkatkan 
ke Tiongkok untuk 
mengikuti program 
fellowship inter-
vensi jantung. Ini-
siatif ini merupakan 
bagian dari upaya 
pemenuhan kebu-
tuhan sumber daya 
manusia (SDM) di 
Rumah Sakit Jejar-
ing Pelayanan Kank-
er, Jantung, Stroke, 
Uronefrologi, dan 
Kesehatan Ibu dan 
Anak (KJSU-KIA) 
pada periode 2024-
2027.
Fellowship meru-

pakan program pela-
tihan lanjutan bagi 
dokter spesialis dan 
dokter gigi spesi-
alis yang bertujuan 
memperdalam pen-
getahuan dan keter-
ampilan di bidang 
tertentu. Dengan 
kurikulum dan kom-
petensi yang terarah 
pada subspesialis 
tertentu, program ini 
membantu peserta 
memberikan layan-
an medis yang lebih 
baik dan sesuai den-
gan perkembangan 
terbaru di dunia ke-
dokteran.

Perkuat Layanan Jantung Nasional: 13 
Dokter Spesialis Jantung Indonesia Berguru 

ke Tiongkok

Laporan: Amran “Kemenkes akan 
terus berupaya un-
tuk memenuhi ke-
butuhan SDMK bagi 
memenuhi kebutu-
han prioritas pelay-
anan KJSU-KIA 
melalui Fellowship 
dokter spesialis baik 
di dalam negeri mau-
pun di luar negeri 
terutama di negara-
negara yang me-
miliki keunggulan 
dalam pelayanan ke-
sehatan sebagai con-
toh di Tiongkok dan 
Jepang,”   ujar Yuli 
Farianti, Plt. Dirjen 
Tenaga Kesehatan.

Dari 13 peserta fel-
lowship, enam dok-
ter akan menjalani 
pelatihan di Wuhan 
Asia Heart Hospi-
tal, sementara tujuh 
lainnya akan men-
empuh pendidikan 
di Fudan University 
Zhongshan Hospital. 
Kedua institusi ini 
dikenal luas dalam 
bidang intervensi 
jantung dan telah 
menyambut para fel-
low dengan baik.

Durasi program 
fellowship ini adalah 
12 bulan, di mana 
para dokter akan 
mendapatkan pelati-
han intensif dan pen-
galaman langsung di 
lapangan. Program 
ini sepenuhnya dibi-

ayai oleh Lembaga 
Pengelola Dana Pen-
didikan (LPDP), 
mencakup biaya reg-
istrasi, tuition fee, 
visa, serta seminar 
yang akan mendu-
kung pengembangan 
kompetensi mereka 
selama menjalani 
studi.
Ketigabelas dokter 

spesialis yang terpil-
ih untuk program fel-
lowship di Tiongkok 
telah melewati proses 
seleksi ketat, terma-
suk pemberkasan 
dokumen dan wawan-
cara. Mereka diharap-
kan dapat menerapkan 
ilmu dan keterampilan 
yang diperoleh selama 
program ini untuk me-
ningkatkan layanan 
intervensi jantung di 
rumah sakit asal mer-
eka.

Dengan adanya pro-
gram fellowship ini, 
diharapkan pelayanan 
intervensi jantung di 
Indonesia akan menin-
gkat secara signifikan, 
memberikan akses 
yang lebih baik ter-
hadap perawatan kes-
ehatan berkualitas bagi 
masyarakat. Inisiatif 
ini merupakan langkah 
positif dalam memban-
gun sistem kesehatan 
yang lebih kuat dan 
responsif terhadap ke-
butuhan masyarakat.
(kemkes)
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JAKARTA- Ka-
polri Jenderal Listyo 
Sigit Prabowo men-
gatakan ada 181 ter-
sangka teroris yang 
berhasil ditangkap 
polisi dalam kurun 
waktu satu tahun ter-
akhir.

Ia mengatakan ke-
berhasilan itu ber-
kat kolaborasi antara 
Korps Brimob den-
gan Densus 88 Anti-
teror Polri.

“Terkait dengan 
penegakan hukum 
teroris, terima kasih 
bahwa rekan-rekan 
Brimob selama ini 
telah berkolaborasi 
dengan Densus dan 
selama 2023-2024 

Kapolri Sebut 181 Teroris Ditangkap 
dalam Setahun Terakhir

Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengatakan ada 181 tersangka teroris yang berhasil ditang-
kap Densus-Brimob dalam kurun waktu satu tahun terakhir. 

Pewarta: Alwan kita telah menga-
mankan kurang lebih 
181 tersangka,” ujar 
Listyo dalam aca-
ra ‘Syukuran HUT 
Ke-79 Korps Bri-
mob Polri’ di Mako 
Brimob Kelapa 
Dua, Depok, Kamis 
(14/11).

Sigit mengapresiasi 
kolaborasi jajaran 
Korps Brimob den-
gan Densus 88 itu. 
Menurutnya peran 
Menurutnya, Ko-
rps Brimob tak bisa 
dilepaskan dalam 
menjaga keamanan 
dan ketertiban ma-
syarakat.

“Tentunya peran 
Brimob, untuk selalu 
hadir menjaga kam-

tibmas, tentunya ini 
menjadi hal yang tak 
bisa dielakkan oleh 
rekan-rekan semua,” 
ucapnya.

Dia meminta agar 
kinerja baik terse-
but terus ditingkat-
kan di masa yang 
akan datang. Ia juga 
mengingatkan bah-
wa Presiden Prabo-
wo Subianto telah 
memerintahkan Polri 
untuk melakukan de-
teksi dini terkait an-
caman teror di Indo-
nesia.

Karena itu, dia 
mendorong agar 
fungsi pencegahan 
lewat kegiatan pre-
ventive strike dapat 
terus berjalan. Na-

mun, Sigit mengin-
gatkan agar peninda-
kan tetap dilakukan 
dengan adanya buk-
ti-bukti yang cukup.

“Bapak Presiden 
perintahkan bahwa 
tidak boleh ada leda-
kan sekecil apa pun, 
atau biasa yang kita 
kenal zero crime,” 
kata Sigit.

“Sehingga mau ti-
dak mau kita harus 
melakukan kegiatan 
yang namanya pre-
ventive strike, men-
gamankan peristiwa 
dengan didahului 
adanya bukti-bukti 
yang cukup,” im-
buhnya.(*)

JAKARTA-Men-
teri Komunikasi 
dan Digital (Men-
komdigi) Meutya 
Hafid mengatakan 
pihaknya telah mem-
berikan sanksi te-
gas kepada pegawai 
Komdigi tersangka 
kasus mafia akses 
judi online. Dia men-
gatakan 10 orang 
pegawai itu telah 
diberhentikan.

“10 sudah diberhen-
tikan,” kata Meutya 
di Gedung Komdigi, 
Jakarta Pusat, men-
gutip detikcom, Ka-
mis (14/11).

Meutya men-
gatakan kasus terse-
but saat ini masih 
terus ditangani Pol-
da Metro Jaya. Dia 
mengatakan pen-
anganan kasus hu-
kum merupakan we-
wenang polisi.

Ary Syam Indradi.
Dari 18 orang ter-

sangka itu, Ade 
Ary merincikan 10 
orang adalah pega-
wai Komdigi dan 

10 Pegawai Komdigi Tersangka Kasus Judi Online 
Diberhentikan

Menkomdigi ungkap pegawai terlibat judi online sudah diberhen-
tikan.

Pewarta: Alwan

“(10 pegawai Kom-
digi) sudah diber-
hentikan. Kalau ka-
sus hukum bukan di 
kami, dari kami itu,” 
katanya.

Meutya men-
gatakan dirinya 
sudah melakukan 
evaluasi internal di 
Komdigi. Sejumlah 
SOP di Komdigi saat 
sedang dikaji ulang.

“Semua SOP-nya 
lagi kita audit lagi. 
Yang lama saya ng-
gak komentar dan 
enggak paham juga, 
tapi kita lagi audit 
lagi,” jelas Meutya.

Polda Metro Jaya 
masih terus mengem-
bangkan penyidi-
kan kasus mafia ak-
ses judi online yang 
melibatkan pegawai 

Kementerian Komu-
nikasi dan Digital. 
Total saat ini sudah 
18 orang tersangka 
ditangkap di kasus 
tersebut.

“Sampai saat ini 
terdapat 18 orang 
yang sudah ditetap-
kan sebagai ter-
sangka,” kata Kabid 
Humas Polda Metro 
Jaya Kombes Ade 

8 lainnya adalah 
warga yang bukan 
pegawai Komdigi. 
Para tersangka ini 
diduga membuka ak-
ses blokir situs judi 

online. Situs yang 
blokirnya dibuka ke-
mudian menyetorkan 
uang ke para tersang-
ka.(*)

JAKARTA- Komisi 
Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) menyita 
satu unit rumah me-
wah di Kota Medan 
terkait kasus dugaan 
korupsi pengadaan 
tanah di Rorotan, Ke-
camatan Cilincing, 
Jakarta Utara oleh 
Perumda Pemban-
gunan Sarana Jaya 
(PPSJ) tahun 2019-
2020, Kamis (14/11).

“Penyidik KPK 
telah melakukan 
penyitaan sebuah 
rumah mewah yang 
berlokasi di Kota 
Medan atas nama SS 
dengan luas 90 meter 
persegi,” ujar Juru 
Bicara KPK Tessa 
Mahardhika Sugiar-
to melalui keteran-
gan tertulis, Kamis 
(14/11).

Berdasarkan infor-
masi yang diperoleh, 
rumah yang disita 
tersebut milik Wakil 
Direktur Utama To-
talindo (TOPS) Salo-
mo Sihombing yang 
berstatus saksi dalam 
kasus ini.

KPK, lanjut Tes-
sa, menyampaikan 
terima kasih kepada 

KPK Sita Rumah Mewah di Medan Terkait 
Kasus Pengadaan Tanah Rorotan

m a s y a r a k a t 
yang memban-
tu memberikan 
informasi demi 
memperlancar 
penanganan ka-
sus tersebut.

S e b a n y a k 
lima orang 
telah ditetapkan 
KPK sebagai 
tersangka dan 
sudah dilaku-
kan penahanan. 
Mereka ialah 
mantan Direk-
tur Utama PPSJ 
Yoory Cor-
neles Pinontoan 
(YCP); Senior 
Manager Di-
visi Usaha atau 
Direktur PPSJ 
Indra S. Arhar-
rys (ISA); Di-
rektur Utama 
PT Totalindo 
Eka Persada 
(TEP) Don-
ald Sihomb-
ing (DNS); 
Komisaris PT 
TEP Saut Irian-
to Rajagukguk 
(SIR); dan Di-
rektur Keuan-
gan PT TEP 
Eko Wardoyo 
(EKW).

Yoory diduga menerima 
valas dalam denominasi 
SGD sejumlah Rp3 miliar 
dari PT TEP. Selain itu, ia 
disebut juga mendapatkan 
fasilitas atau kemudahan 
dalam penjualan aset milik 
pribadi yang segera dibeli 
oleh pegawai PT TEP.

Kasus ini diduga meru-
gikan keuangan negara se-
jumlah Rp223.852.761.192 
(Rp223 miliar) yang dia-
kibatkan penyimpangan 
dalam proses investasi dan 
pengadaan tanah oleh PPSJ 
pada tahun 2019-2021.

Nilai kerugian negara/
daerah tersebut berasal dari 
nilai pembayaran bersih 
yang diterima PT TEP dari 
PPSJ sebesar Rp371 miliar 
(Rp371.593.267.462,00) 
dikurangi harga transaksi 
riil PT TEP dengan pemilik 
tanah awal PT Nusa Kirana 
Real Estate (PT NKRE) 
setelah memperhitungkan 
biaya terkait lainnya sep-
erti pajak, BPHTB dan bi-
aya notaris sebesar total 
Rp147.740.506,270.

Yoory dkk disangkakan 
melanggar Pasal 2 ayat (1) 
atau Pasal 3 Undang-un-
dang Pemberantasan Tin-
dak Pidana Korupsi (UU 
Tipikor) jo Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 KUHP.(Aman)

JAKARTA- Men-
teri Koordinator 
Bidang Politik dan 
Keamanan (Menko 
Polkam) Budi Gu-
nawan mengatakan 
ada 8,8 juta warga 
yang tercatat ber-
main judi online di 
2024 ini.

Mayoritas dari 
jutaan pemain judi 
online itu adalah 
masyarakat bawah 
dan anak muda.

“Kalau dari data 
judi online dari in-
telijen ekonomi itu 
di tahun 2024 se-
banyak 8,8 juta pe-
main, dimana 80 
persen adalah ma-
syarakat bawah dan 
menyasar ke anak 
anak muda,” kata 
di Kantor Direk-
torat Jenderal Bea 
dan Cukai di Ja-
karta Timur, Kamis 

Pemain Judi Online di Indonesia Capai 8,8 Juta, 
Mayoritas Anak Muda

Laporan: Alwan (14/11).
Judi online men-

jadi salah satu 
fokus pemerintah-
an Prabowo untuk 
ditangani. Terkait 
hal tersebut, pemer-
intah sebelumnya 
membentuk desk 
penanganan judi 
online yang dip-
impin Kapolri.

Pusat Pelaporan 
dan Analisis Tran-
saksi Keuangan 
(PPATK) sebelum-
nya mencatat per-
putaran uang terkait 
judi online selama 
semester II tahun 
2024 mencapai 
Rp283 triliun, naik 
dari semester I.

“Per semester I 
saja sudah menyen-
tuh Rp174 triliun. 
Saat ini sudah se-
mester II, PPATK 
melihat sudah men-
capai Rp283 tril-
iun,” kata Kepala 

PPATK Ivan Yus-
tiavandana bebera-
pa waktu lalu.

Ivan mengatakan 
jumlah transaksi di 
semester I tahun ini 
melampaui satu ta-
hun penuh di 2022.

Kenaikan terse-
but diduga disebab-
kan oleh perubahan 
strategi yang di-
lakukan para ban-
dar. Kini, mereka 
melakukan trans-
aksi dengan angka 
yang lebih kecil 
tetapi masif.

“Jadi, kalau dulu 
orang melakukan 
judi online transak-
sinya angkanya ju-
ta-juta. Nah, seka-
rang bisa Rp10.000 
kita sudah melihat 
ada seorang bisa ju-
dol. Itu yang mem-
buat transaksi se-
makin masif,” kata 
Ivan.(*)



https//www.baubaupost.com Sabtu,16 November 2024

8
Baubau Post

TANA WOLIOTANA WOLIO
DAFTAR PASANGAN CALON PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

TAHUN 2024


